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ABSTRAK

Pembangunan ekonomi UMKM tidak lepas dari peran hukum di dalamnya.
Dewasa ini, pengaturan mengenai UMKM diatur di dalam pengaturan terbaru.
Peraturan tersebut menghasilkan perbedaan dan pembaharuan dalam mengatur
mengenai UMKM. Hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada peran hukum dalam
pemberdayaan UMKM dan penciptaan UMKM yang berdaya saing. Oleh karena
itu tujuan penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran hukum dalam
pembangunan ekonomi demi penciptaan UMKM yang berdaya saing dan untuk
menganalisa dan mengetahui apakah aturan yang berlaku saat ini mengenai UMKM
dapat membantu dalam menciptakan UMKM vyang berdaya saing. Metode
penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif yaitu metode
penelitian yang berpegang pada segi-segi yuridis dan penelitian yang bersumber
pada kepustakaan. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, dapat disimpulkan
bahwa hukum dan pembangunan ekonomi memiliki peran yang erat satu sama lain
dengan ditujukan untuk mencapai kepastian hukum, keadilan hukum,
memberdayakan serta menjaga keberpihakan dan mengawasi sektor UMKM yang
kemudian salah satu bentuk implementasinya adalah perizinan berusaha yang
diberikan kepada pelaku UMKM sebagai sarana pemberdayaan serta menciptakan
UMKM vyang berdaya saing, dan peraturan saat ini sudah dapat membantu dan

menciptakan UMKM yang berdaya saing dengan pembaharuan di dalamnya.

Kata kunci: Peran Hukum, Pembangunan Ekonomi, UMKM, Daya Saing.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin cepat menimbulkan suatu permasalahan
baru yang disebabkan karena pertumbuhan manusia yang semakin meningkat dari
tahun ke tahunnya. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dimana jumlah penduduk Indonesia pada tahun
2018 adalah 265 juta penduduk, yang kemudian meningkat 2 juta penduduk
menjadi 267 juta penduduk pada tahun 2019.* Bertambahnya jumlah penduduk di
Indonesia tentunya berdampak ke beberapa hal, diantaranya adalah semakin
ketatnya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan yang menyebabkan peningkatan
jumlah pengangguran. Pertambahan jumlah penduduk tersebut berdampak pula
pada perekonomian masyarakat, salah satunya adalah terkait pemenuhan kebutuhan
pokok masyarakat. Tingginya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan
menyebabkan masyarakat yang tidak dapat bersaing memilih cara lain untuk
berusaha memenuhi kebutuhan pokoknya, salah satu diantaranya adalah dengan
menjadi seorang pengusaha terutama pengusaha kecil atau pengusaha mikro,
dikarenakan menjadi seorang pengusaha adalah salah satu pilihan yang dapat
diambil oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ditengah ketatnya

persaingan untuk memperoleh pekerjaan.

Adapun beberapa diantaranya pelaku usaha atau pengusaha kecil adalah seperti
pedagang asongan, pengusaha warung makan, pengusaha warung minuman,
pengusaha bengkel motor yang merupakan pengusaha tergolong ke dalam pelaku
UMKM. Pelaku UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pelaku UMKM
dibedakan dengan pelaku usaha besar, diantaranya adalah dengan kriteria yang

! “Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2019 Mencapai 167 Juta Jiwa” Databoks
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/04/jumlah-penduduk-indonesia-2019-
mencapai-267-juta-jiwa diakses pada tanggal 12 Agustus 2020 pada pukul 15:53 WIB.
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ditentukan, berkenaan dengan kriteria pelaku UMKM yang sebelumnya terdapat
dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM sudah diubah
kriterianya sebagaimana terdapat dalam Undang - Undang No 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja, terkait Kriteria UMKM dalam peraturan perundang - undangan

terbaru yang mengatur hal tersebut, berikut adalah kriteria mengenai UMKM: 2

e Dalam ketentuan pasal 87 ayat 1 yang mengubah pasal 6 Undang - Undang
UMKM “(1) Kriteria Usaha Mikro, kecil dan Menengah dapat memuat
modal usaha, omzet, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan,
atau nilai investasi, insentif, dan disinsentif, penerapan teknologi ramah
lingkungan, kandungan lokal atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan
kriteria setiap sektor usaha” ketentuan lebih lanjut akan diatur dalam

peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut Pasal tersebut diatur di dalam Peraturan Pemerintah No 7
Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan
UMKM yang mengatur tentang kriteria baru UMKM yakni dalam pasal 35 ayat 3

dikatakan bahwa:®

a. Usaha Mikrro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak
Rp. 1.000.000.000.(satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha;

b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000 (satu
miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000
(lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh
miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

e Dan dalam ayat 5 dikatakan terkait kriteria hasil penjualan tahunan adalah

sebagai berikut:*

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan
dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

# 1bid.



a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan
paling banyak Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah);

b. Usaha Kecil memilki hasil penjualan tahunan lebih dari
Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah); dan

c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp
15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling
banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Pelaku UMKM mempunyai jumlah unit usaha yang besar, berperan serta
terhadap mensejahterakan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat
untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga terbukti mampu bertahan dari
krisis ekonomi yang melanda. Dengan jumlah unit usaha yang besar sektor UMKM
mampu menyerap tenaga kerja yang besar pula dimana hal tersebut mampu

membantu dalam menurunkan angka pengangguran.®

UMKM sebagai salah satu penopang perekonomian kerakyatan
berdasarkan data Kementrian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun
2018 saja jumlah pelaku usaha UMKM yang tercatat sebanyak 64,1 juta unit usaha
yang dimana jumlah ini merupakan unit usaha terbanyak yang berada di Indonesia
jika dibandingkan pelaku usaha besar yang sejumlah 5.500 unit usaha pada tahun
yang sama, oleh karena itu 99% keberadaan jumlah unit usaha di Indonesia
merupakan pelaku usaha UMKM, daya serap tenaga kerja UMKM adalah sebanyak
116 juta pekerja atau dalam ketenagakerjaan di bidang usaha jumlah tersebut
melebihi 90% daya serapnya atau lebih tepatnya 97% daya serap tenaga kerjanya,
Dan juga kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional dapat dilihat dari
Produk Domestik Bruto (PDB) yakni sebesar 61,07% dari sektor usaha UMKM
yang dimana lainnya dari pelaku usaha besar yang di Indonesia yakni sebesar
38,93% dari jumlah keseluruhan pelaku usaha yang ada di Indonesia.® Dari data

tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dengan potensi UMKM sebagai basis

5 Sedinadia Putri, Kontribusi UMKM terhadap Pendapatan Masyarakat Ponorogo: Analisis Ekonomi
Islam tentang Strategi Bertahan di Masa Pandemi Covid-19. Ekonomika Syariah: Journal of
Economic Studies. Vol. 4, No.2, Juli — Desember 2020. HIm 147 — 148.
®https://www.kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/1617162002_SANDINGAN_DATA_UMKM
2018-2019.pdf. Perkembangan Data UMKM dan Usaha Besar (UB) Pada tahun 2018-2019.
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ekonomi secara nasional yang kuat memiliki kontribusi potensi perekonomian yang

besar.

Dewasa ini pada tahun 2020 dimana pandemi covid-19 melanda dunia,
sebagian besar akibat yang ditimbulkan dari pandemi berdampak ke perekonomian
secara menyeluruh. Salah satunya adalah sektor UMKM juga ikut terdampak akan
hal tersebut, berdasarkan data dari Departemen Pengembangan UMKM ada sekitar
lebih dari 80% pelaku UMKM yang terdampak negatif yang terdampak adanya
pandemi covid-19. Lantas jumlah UMKM di Indonesia juga berdampak menurun,
pada tahun 2019 saja ada sekitar 64,7 juta UMKM yang ada di Indonesia tetapi pada
tahun 2020 tercatat terjadi penurunan lebih dari 40% penurunan yang terjadi yakni
menjadi 34 juta unit UMKM yang terdaftar, dan juga kontribusi terhadap PDB 60%
pada tahun 2019 akan dipastikan menurun pada tahun 2020 karena penurunan
jumlah UMKM, serta produktivitas UMKM yang menurun pula hal ini pastinya
akan berdampak ke kontribusi UMKM itu sendiri.”

Hal ini menjadi suatu keadaan bahwa keberadaan UMKM juga terdampak
dari gejolak ekonomi global bukan hanya dari dalam negeri. Oleh karenanya para
pelaku UMKM memerlukan peran pemerintah dalam hal ini sebagai pembuat
kebijakan bagi sektor usaha UMKM untuk memperhatikan keberadaannya, selain
terdampak pandemi covid-19 di dalam negeri UMKM juga berpotensi tergerus akan
gejolak ekonomi global, gejolak para pelaku usaha besar baik yang ada di Indonesia
maupun para pelaku usaha asing yang berinvestasi di Indonesia. UMKM juga
merupakan sebuah sektor usaha dengan basis ekonomi nasional yang kuat dengan
jumlah unit usaha yang besar serta salah satu kegiatan usaha yang mempunyai
penyerapan tenaga kerja yang besar. Dengan kontribusi terhadap perekonomian
yang besar itu tentunya pemerintah tidak boleh lepas tanggung jawab bahkan

memalingkan sedikitpun pandangannya dari sektor usaha UMKM ini.

Permasalahan terkait dengan UMKM seperti daya saing, perlindungan

hingga pemberdayaan menjadi sebuah kendala tersendiri bagi para pelaku UMKM

7 https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/605d9f635fdf7/hanya-12-5-umkm-di-indonesia-yang-
kebal-dari-pandemi-covid-19. Hanya 12,5% UMKM di Indonesia yang kebal dari Pandemi Covid-
19, diakses pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 08:41 WIB.
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untuk dapat bertahan dan berkesinambungan, pemerintah sudah mengeluarkan
berbagai peraturan-peraturan untuk menanggulangi permasalahan mengenai
UMKM tersebut akan tetapi apakah peraturan-peraturan yang berlaku mampu

membantu dalam pembangunan ekonomi UMKM yang berdaya saing.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam dengan melakukan penelitian untuk penulisan hukum yang berjudul
“PERAN HUKUM DALAM PEMBERDAYAAN DAN PENCIPTAAN
UMKM YANG BERDAYA SAING”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan di dalam penulisan skripsi ini

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran hukum dalam pemberdayaan dan penciptaan UMKM
yang berdaya saing?
2. Apakah aturan yang berlaku saat ini mengenai UMKM dapat membantu

dalam menciptakan UMKM yang berdaya saing?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai
berikut:

1. Untuk mengetahui peran hukum dalam pemberdayaan dan penciptaan
UMKM yang berdaya saing.

2. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah aturan yang berlaku saat ini
mengenai UMKM dapat membantu dalam menciptakan UMKM yang

berdaya saing.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat menambah wawasan

dalam dunia akademis khususnya terkait masalah hukum yang menjadi

kajian penelitian penulis.



2. Dalam penelitian ini penulis memiliki harapan kepada masyarakat agar
menjadi pembelajaran khususnya dalam pentingnya peran hukum dalam
meningkatkan perekonomian khususnya bagi pelaku UMKM.

3. Dengan penelitian ini penulis juga memiliki harapan bagi dunia usaha kecil
dan menengah agar menjadi pembelajaran baik bagi penulis dan juga pelaku
usaha UMKM akan kepentingan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk
kelangsungan dan kelancaran usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha

UMKM khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian yuridis
normatif, dalam sebuah penelitian pada umumnya data yang diperoleh dari bahan-
bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder, penelitian hukum yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat

dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.®

Berkenaan dengan penelitian hukum normatif adanya sistematika dalam

melakukan penelitian hukum tersebut yakni:®

A) Aspek persiapan penelitian dimana sebelum menyusun desain atau
rancangan penelitian penulis terlebih dahulu menyiapkan beberapa diantaranya
adalah sumber bahan hukum seperti kaidah hukum, peraturan perundang -

undangan, teori-teori hukum dan literatur-literatur hukum.

B) Aspek penyusunan rencana penelitian setelah tahap yang pertama
sistematika selanjutnya adalah mulai menyusun dan menulis rencana penelitian
sebagaimana biasa disebut proposal penelitian, yang dimana struktrur dan substansi

proposal ini disesuaikan dengan jenjang studi.

C) Aspek pelaksanaan penelitian dalam tahapan ini peneliti mulai

melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum yang telah dipersiapkan

8 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:
Sinar grafika, 2004, him 12-13.

® Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal,
Makasar: Social Politic Genius (SIGn), 2020, Cetakan Pertama, him 9-10.



sebelumnya dan telah disiapkan untuk dijadikan sebagai sumber hukum penelitian
dan dilakukan secara bertahap dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang

telah dirumuskan sebelumnya.

D) Aspek hasil penelitian merupakan langkah terakhir dimana penelitian ini
mencapai tahapan anlisis pembahasan hasil penelitian yang berujung pada

penarikan suatu simpulan dan saran.*°

Selanjutnya penelitian ini menekankan pada kajian pustaka yang penulis
kaji dari data-data yang penulis dapatkan untuk menjawab rumusan masalah yang
sekiranya disesuaikan dengan tujuan penulis dalam membuat karya ilmiah ini.
Tahapan yang berkaitan dengan penelitian penulis ini adalah melakukan
inventarisasi hukum atau aturan yang terkait dengan UMKM mencari tahu aturan
yang mengatur tentang UMKM, melakukan analisis terhadap aturan terkait, dan
menarik kesimpulan apakah sudah terciptanya ruang untuk UMKM yang berdaya

saing.

Pengumpulan data didapatkan dari penelitian kepustakaan. Bahan pustaka
dalam penelitian hukum normatif yaitu menghimpun data dengan melakukan
penelahaan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier.!

a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum utama yang mengikat
dalam penelitian ini yang menjadi dasar dari pembahasan yakni:

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

5) Peraturan Pemerintan Nomor 32 Tahun 1995 Tentang Pembinaan
dan Pengembangan Usaha Kecil.

6) Peraturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

10 I bid.
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7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah.

10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar
Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran
Perseroan yang memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

11) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan
Perbaikan Iklim Investasi.

12) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan
Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha,
Mikro, Kecil Dan Menengah.

13) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014
Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

14) Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal.

15) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tempat Istirahat
dan Pelayanan Pada Jalan Tol.

16) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua
Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan
Kredit Usaha Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum pendukung yang mendukung

atau menunjang yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum



primer, seperti jurnal-jurnal, karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku dan
yang berkaitan dengan peranan hukum terhadap pembangunan ekonomi
demi penciptaan UMKM yang berdaya saing.

c. Bahan Hukum Tertier merupakan bahan hukum penunjang lainnya yang
memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
dan sekunder seperti indeks majalah hukum, kamus hukum, dll.

Pengumpulan data keputsakaan atau data sekunder terkait yang telah penulis
kumpulkan sebelumnya digunakan sebagai 1). Inventarisasi hukum (melakukan
pengelompokan aturan-aturan terkait yang mengatur tentang UMKM). 2).
Melakukan analisa terhadap data yang telah penulis temukan (untuk mengetahui
peran serta hukum terkait mengatur UMKM terhadap pemberdayaan, daya saing,
pengawasan dan keberadaannya di Indonesia. 3). Menarik kesimpulan yang

dijabarkan penulis untuk menjawab rumusan masalah terkait.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB | PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang pendahuluan dalam uraian latar belakang dari
permasalahan yang penulis ambil kemudian menjadi dasar dari penulisan ini,
kemudian ada latar belakang masalah yang menjadikan dasar dari rumusan masalah
yang penulis ambil serta menjadi dasar dari tujuan penulisan. Bab ini menjelaskan

tentang metode penelitian serta sistematika penulisan.

A. Latar Belakang

B. Rumusan Masalah
Tujuan Penelitian

Manfaat Penelitian
Metode Penelitian

Studi Pustaka Sementara

G m mo o

Sistematika Penulisan

BAB Il PERAN HUKUM DALAM NEGARA KESEJAHTERAAN DAN
KAITANNYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI



Dalam bab ini akan berisi tentang peran hukum dalam negara kesejahteraan dan
kaitannya dengan pembangunan ekonomi, terlebih dahulu penulis jabarkan tentang
Indonesia sebagai negara kesejahteraan, lalu negara kesejahteraan dan
pembangunan ekonomi, kemudian terakhir mengenai peran hukum dalam

pembangunan ekonomi.

BAB 11l PERKEMBANGAN, DAN PENGATURAN UMKM DI INDONESIA
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai perkembangan UMKM di
Indonesia yang berisi tentang sejarah pengaturan, ketahanan UMKM, dan
perkembangan UMKM lalu kemudian membahas mengenai perbedaan pengaturan
UMKM sebelum dan setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja.

BAB IV PERAN HUKUM DALAM PENCIPTAAN UMKM YANG
BERDAYA SAING

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Analisa terhadap peranan hukum
dalam penciptaan UMKM yang berdaya saing yang ditinjau dari sumber hukum

primer dan sekunder serta mencakup beberapa pembahasan dari bab sebelumnya.
BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan
merupakan penjabaran dari keseluruhan bab-bab terdahulu dan saran merupakan

usulan penulis terhadap topik pembahasan.
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